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Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sejauh mana 
Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Rumah Kost. Dan memahami faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Rumah Kost 
ini. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota 
Makassar dan pada beberapa Rumah Kost di Kecamatan Tamalanrea. 
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan 
wawancara langsung dengan pihak terkait. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Rumah Kost masih belum efektif mengingat masih minimnya Rumah Kost 
yang mendaftarkan Izin Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan 
Tamalanrea.  
 
Beberapa faktor juga menjadi penyebab dari tidak optimalnya 
pelaksanaan perda ini diantaranya, minimnya sosialisasi dari pihak 
Kecamatan. Selain itu faktor pengawasan dari masyarakat juga tidak begitu 
optimal dan tidak adanya instrument hukum yang spesifik mengenai 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Makassar tentunya 
menjadi salah satu kota yang padat penduduk. Hal ini dapat terlihat dari 
hasil  survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan dimana pada 
tahun 2015 jumlah penduduk di Kota Makassar mencapai angka 
1.449.401.1 Sedangkan dari data Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Makassar Jumlah Penduduk Kota Makassar pada 
tahun 2016 sebesar 1.658.503 jiwa.2 Angka tersebut baru dari penduduk 
asli kota Makassar. Belum lagi masyarakat yang melakukan urbanisasi3, 
tentunya semakin menambah kepadatan penduduk di kota Makassar. 
Kepadatan penduduk di Kota Makassar tentu tidak lepas dari 
banyaknya lapangan kerja yang ditawarkan dikota Makassar, serta pilihan-
pilihan pendidikan khususnya perguruan tinggi yang baik dan terdapat di 
Kota Makassar. Ini tentu menjadi penunjang para pendatang yang ingin 
mengadu nasib di Kota Makassar. 
 Terdapatnya fasilitas-fasilitas serta sarana yang memadahi 
dibandingkan beberapa daerah di kawasan Indonesia Timur, membuat 
                                            
1 Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi-Selatan, 2016 
2 http://berita-sulsel.com/2017/03/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-2015-hingga-
2017/. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 13.42 
3 urbanisasi/ur·ba·ni·sa·si/n: perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa 
(kota kecil, daerah) ke kota besar (pusat pemerintahan) 
http://kbbi.web.id/urbanisasidiakses pada tanggal 6 Januari 2017. Pukul 02.03 
2 
Kota Makassar menjadi pilihan utama bagi para pendatang yang ingin 
menetap untuk mencari kerja atau melanjutkan pendidikan. Kawasan 
perbelanjaan dan tempat-tempat wisata yang dapat memanjakan mata juga 
menjadi faktor yang membuat beberapa orang menentukan kota Makassar 
sebagai kota tujuan. 
Banyaknya pendatang yang berniat mengadu nasib di Kota 
Makassar menjadikan Rumah Kost sebagai alternatif pilihan hunian bagi 
masyarakat. Usaha Rumah Kost tentu menjadi salah satu usaha yang 
paling diminati. Pendatang yang berniat bekerja atau menempuh 
pendidikan di Kota Makassar tentunya sangat terbantu dengan adanya 
Rumah Kost. 
Rumah Kost  yang ada ditengah-tengah masyarakat tentunya akan 
berpengaruh besar bagi lingkungan sekitarnya. Sementara itu disisi lain 
Pemerintah Daerah mempunyai Tugas untuk menciptakan ketentraman 
dan ketertiban ditengah masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65. 
Tentunya dengan menjamurnya Rumah Kost Pemerintah harus 
memperhatikan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tersebut. Pemerintah harus mengawasi keberadaan Rumah Kost  jangan 
sampai tidak terpelihara ketentraman dan ketertibannya. 
 Akhir-akhir ini sering terjadi tindak kejahatan yang terkait dengan 
Rumah Kost . Seperti yang terjadi di salah satu Rumah Kost  Kompleks 
Hartaco Jalan Dg Tata Raya Polisi mengamankan seorang Bandar narkoba 
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jenis sabu.4 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan saat 
melakukan Razia di beberapa Rumah Kost  di Kecamatan Rappocini juga 
mendapatkan 10 penghuni Rumah Kost  yang positif Narkoba.5 Pada bulan 
Januari 2017 Polsek Rappocini berhasil menangkap 2 orang pelaku 
spesialis pencuri di Rumah Kost .6 
 Terjadinya kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Rumah Kost  
tentunya suatu dampak dari tidak ditegakkannya Pearturan Daerah 
mengenai Pengelolaan Rumah Kost , karena jika hal ini ditegakkan jelas 
bahwa ada pihak pengelolaa yang akan dengan teliti mengecek dan 
menjaga ketentraman Rumah Kost  yang menjadi tanggung jawab 
pengelolaannya. Masuknya gembong Narkoba ke dalam Rumah Kost  pun 
akan sangat sulit terjadi kecuali jika memang pihak pengelola juga ikut 
membantu pelaku tersebut. 
 Melihat beberapa hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar pada 
tahun 2011 membentuk suatu peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 
tentang pengelolaan Rumah Kost .  Sebuah harapan yang dihadirkan oleh 
pemerintah untuk dapat menata Rumah Kost  di Kota Makassar agar 
mampu lebih teratur, tertib dan aman. Peraturan Daerah yang lahir karena 
melihat Rumah Kost  tumbuh dan berkembang serta berintegraasi langsung 
dengan masyarakat, untuk menjaga  atau menghindari implikasi negatif 
yang ditimbulkan maka pemerintah memandang perlu menetapkan perda 
                                            
4 http://sulsel.fajar.co.id/2017/03/08/bandar-narkoba-ditangkap-di-rumah-kos-mahasiswa/. 
Diakses pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 13.50 
5 http://news.detik.com/berita/2988991/bnnp-razia-rumah-kos-di-makassar-10-pengguna-
narkoba-terjaring. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 13.53 
6 http://makassar.tribunnews.com/2017/01/07/polisi-juga-bekuk-2-spesialis-pencuri-
rumah-kos-di-rappocini Diakses pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 13.50 
4 
pengelolaan Rumah Kost . Didalamnya mengatur mengenai beberapa 
aturan yang harus dipenuhi pemilik Rumah Kost , serta izin pengelolaan 
Rumah Kost  yang dimana dengan hadirnya pengelolah didalam Rumah 
Kost  bisa berdampak baik untuk terciptanya suasanya yang tentram 
didalam Rumah Kost  ataupun lingkungan sekitarnya. 
 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Rumah Kost  sebenarnya lebih menekankan pada hal-hal 
yang perlu diperhatikan oleh pemilik Rumah Kost  dalam menjalankan 
usaha Rumah Kost nya. Salah satu diantaranya adalah Izin Pengelolaan 
Rumah Kost  yang menjadi kewajiban setiap pemilik Rumah Kost  yang ada 
di Kota Makassar. Oleh karena itu penulis membatasi diri untuk membahas 
mengenai Izin dari Pengelolaan Rumah Kost. 
 Izin Pengelolaan Rumah Kost  menjadi syarat yang harus dimiliki 
Pemilik Rumah Kost . Dimana didalam Perda Nopmor 10 Tahun 2011 
dengan diperkuat Perwali Makassar Nomor 84 Tahun 2013 Tentang  Tata 
Cara Pemberian Izin Pengelolaan Rumah Kost . Tentunya yang diharapkan 
adalah setiap pemilik Rumah Kost  mendaftarkan Izin Pengelolaan Rumah 
Kost  untuk usaha Rumah Kost  yang dimilikinya, agar Pemerintah dapat 
mengontrol dan menjamurnya Rumah Kost  di Kota Makssar dapat lebih 
rapih dan teratur. 
 Hadirnya perda ini tentu sebagai suatu respon positif terhadap 
dampak-dampak negatif yang ditakutkan oleh pemerintah. Idealnya tentu 
perda yang diterbitkan tentang pengelolaan Rumah Kost  dapat 
meminimalisir  tindak kejahatan yang terjadi dilingkungan Rumah Kost  atau 
setidak-tidaknya hadirnya perda tersebut bisa membuat lingkungan Rumah 
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Kost  menjadi lebih kondusif karena pengelolaan yang telah diataur didalam 
sitem perundang-undangan.  
 Meskipun telah ada usaha dari pemerintah dengan penerbitan  
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan Rumah Kost  di Kota Makassar, tetapi Pemerintah dan Aparat 
serta Masyarakat harus bersinergi dalam penegakan Perda ini. Melihat 
beberapa hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai 
“Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 tahun 2011  
tentang Pengelolaan Rumah Kost.”  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan maslah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Implementasi Izin Pengelolaan Rumah Kost   
berdasarkan Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Rumah Kost  di Kota Makassar ? 
2. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Izin 
Pengelolaan Rumah Kost   berdasarkan Peraturan Daerah No 10 
tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost  di Kota Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Berangkat dari rumusan masalah di atas maka  adapun tujuan 
penulisan proposal ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan 
masalah di atas, yaitu: 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 
tentang pengelolaan Rumah Kost  di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Makassar No 10 Tahun 2011. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
 Penulisan karya ilmiah ini diharapkan member manfaat sebagai 
berikut: 
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil 
penelitian ini dapat disumbangkan sebagai panambah khasanah 
penelitian di bidang Hukum Tata Negara, khususnya tentang 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 10 Tahun 2011. 
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana 
untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan suatu perda di 
tengah masyarakat terkhusus untuk perda pengelolaan Rumah Kost 
, serta merupaka sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh di bangku kuliah di lapangan. 
3. Bagi peneliti lain hasil ini dapat digunakan sebagai bahan 






A. Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah 
1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 
Terapat tugas dan wewenang Pemerintahan Daerahyang tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1 dan 2. 
Kepala Daerah memiliki Tugas : 
Ayat 1  
a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama 
DPRD; 
b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD 
dan rancangan Perdan tentang RPJMD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan 
RKPD. 
d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan 
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 
DPRD untuk dibahas bersama; 
e) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f) Mengusulkan pengngkatan wakil kepala daerah; dan 
g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 
Kepala Daerah Berwenang : 
Ayat 2  
a) Mengajukan Rancangan Perda; 
b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama 
DPRD; 
c) Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah 
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d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang 
sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat. 
e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Selain itu juga terdapat tugas dan wewenang wakil kepala daerah 
yang tertulis dalam Pasal 66 ayat 1, dan 2. Wakil Kepala Daerah 
mempunyai tugas : 
Ayat 1 
a) Membantu kepala daerah dalam: 
1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; 
2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah  dan 
menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan 
aparat pengawasan; 
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah Provinsi bagi wakil gubernur; dan 
4. Memantau dan mengavaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah 
kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati / 
walikota; 
b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah 
dalam pelaksanaan pemerintahan daerah; 
c) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila 
kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan 
sementara; dan 




“Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimkasud pada ayat 
(1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban 
pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang 
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”. 
 
Setelah melihat Tugas dan kewengan yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, 
tentu kita dapat melihat secara jelas bagaimana suatu sistem pemerintah 
daerah memiliki  aturan main sendiri yang dimana dimasing-masing daerah 
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melakukan hal yang sama yang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah di 
Indonesia. Tidak kalah pentingnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
turut dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah juga mesti mendaptkan 
perhatian khusus, mengingat sebagai lembaga legislative DPRD harus 
menjalin kerjasama yang baik kepada pemerintah sebagai lembaga 
eksekutif di daerah. 
2. Kewajiban Pemerintah Daerah 
Dalam melaksanakan suatu roda pemerintahan dengan tugas dan 
wewenang yang dimiliki tersebut, Pemerintah Daerah juga memiliki 
beberapa kewajiban untuk tetap menjaga daerah agar tetap dalam koridor. 
Kewajiban pemerintahan daerah telah tercantum dalam Undang-Undang 
Pemerintah Daerah dalam Pasal 67 yaitu: 
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: 
a. Memegang teguh  dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 
d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 
e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 
f. Melaksanakan program strategis nasional; dan 
g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical di 
daerah dan semua perangkat daerah. 
 
Kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 67 tersebut dapat dilihat, 
bagaimana ada tujuh poin penting yang kesemuanya itu merupakan suatu 
bentuk penegasan untuk suatu daerah otonom dengan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah sebagai pemimpin daerah untuk menjalankan 
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pemerintahan secara menyeluruh dan merata disemua wilayah didalam 
daerah tersebut.  
Selain itu, terdapat pula kewajiban yang bersifat administratif yang 
tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 
2014 Pasal 69 ayat 1 yaitu : 
Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, 
dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah. 
Timbulnya kewajiban pemerintahan daerah  
 
3. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah 
Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat 
pembenaran (rechtvaardiging) yang dapat diterima jika dikaji secara 
filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (ideader 
Waarheid), dan cita-cita keadalian (idée der gerechtigheid), serta cita-cita 
kesusilaan (idée der zedelijkheid).7 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 
ayat 5 mengamanatkan,  
“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh-oleh Undang-Undang ditentukan 
sebagai urusan Pemerintah Pusat.” 
 
Pasal 18 ayat 5 ini kemudian diperkuat lagi dengan ayat 6 yaitu, 
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan.” 
 
                                            
7Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Jakarta, Grafindo 
Persada, 2009, hlm 113 
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Secara tegas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia meberikan keleluasaan untuk setiap daerah agar dapat 
melaksanakan pemerintahannya masing-masing. 
Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan  kepala 
daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan 
daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun dari inisiatif DPRD.8 Dalam 
pelaksanaannya sinkronisasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam hal ini 
Pemerintah Daerah dan DPRD harus berpadu agar dapat mencetak 
instrument-instrumen hukum yang baik untuk pelaksanaan Pemerintahan 
Daerah yang dicita-citakan. 
 Berdasarkan ketentuan didalam keputusan Menteri Dalam Negeri 
dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan 
hukum daerah, yakni peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan 
instruksi gubernur / bupati / walikota.9 DPRD memiliki kekuasaan yang juga 
menentukan dalam pembentukan Peraturan Daerah, karena dilengkapi 
dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahakan secara 
yuridis persetujuan itu sendiri mempunyai makna kewenangan 
menentukan,karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa 
persetujuan DPRD tidak akanada Peraturan Daerah.10 
                                            
8Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera, cara praktis menuyusun danmerancang 
Perda (suatu kajian teoritis dan pratis disertai dengan manual). Jakarta,Prenada Media 
grup, 2010. hlm 50 
9Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah  nomor 23 tahun 2001. 
10Abdul Latif, SH., MH, pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia (suatu 
kajian normatif), Ujung Pandang, 1997 hlm 102 
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 Sumber hukum dapat dibedakan kedalam sumber hukum materil 
dan sumber hukum formal. Menurut Utrecht (1983: 84-85), sumber hukum 
materiil adalah perasan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat 
umum yang menjadi penentu isi hukum.Sedangkan sumber hukum formal 
adalah yang menjadi penentu formal membentuk hukum, menentukan 
berlakunya hukum. 
4. Materi Muatan Peraturan Daerah 
 Istilah “materi muatan” pertama kali digunakan oleh A. Hamid S. 
Attamimi (1990: 194)  sebagai terjemahan dari istilah “het onderwerp”. 
Menurut Attamimi, materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan 
Negara dapat ditentukan atau tidak, bergantung pada sistem pembentukan 
peraturan perundang-undangan Negara tersebut beserta latar belakang 
sejarah dan sistem pembagian kekuasaan Negara yang menentukannya.11 
 Materi muatan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya 
merupakan wujud konkrit dari pernyataan kehendak Pemerintah secara 
tertulis, yang bertumpuk dan bersumber dari konsep kekuasaan 
pemerintahan tentang wewenang dibidang legislatif (wewenang peraturan 
perundang-undangan).12 Jadi suatu materi muatan dapat menjadi 
gambaran atas langkah dan sikap pemerintah dari suatu perundang-
undangan yang ada. 
                                            
11Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera, cara praktis menuyusun danmerancang 
Perda (suatu kajian teoritis dan pratis disertai dengan manual). Jakarta,Prenada Media 
grup, 2010. hlm 65 
12Abdul Latif, SH., MH, pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia (suatu 
kajian normatif), Ujung Pandang, 1997 hlm 102 
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Mengenai materi muatan juga diatur dalam Undang-Undang No 12 
Tahun 2011 pada Pasal 10 Ayat 1 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, dimana harus memuat materi sebagai berikut : 
a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945; 
b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-
undang; 
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 
d. Tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi dan/atau; 
e. Pemenuhan kebutuhan hidup dan masyarakat. 
 Kemudian selanjutnya dijelaskan lebih jauh lagi didalam Pasal 14 
Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan : 
Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 
kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 
khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan 
perundang-undangan lebih tinggi. 
 
 Dalam mengkaji materi muatan peraturan perundang-undangan 
berkenaan dengan tindak pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, diawali dengan materi muatan undang-undang, baik yang 
bersumber dari kewenangan legislatif maupun kewenangan pemerintahan 
berdasarkan delegasi, dengan pertimbangan agar kajian mengenai materi 
muatan peraturan perundang-undangan dapat dikaji secara sistematis.13 
Materi muatan Peraturan Daerah adalah materi yang berhubungan 
dengan urusan otonomi daerah (desentralisasi) dan materi yang 
berhubungan dengan tugas pembantuan.14Artinya bahwa materi yang 
                                            
13Abdul Latif, SH., MH, pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia (suatu 
kajian normatif), Ujung Pandang, 1997 hlm 74 
14H.Rosjidi Ranggawidjaja, SH., MH, pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia, 
bandung, 1998, hlm 67 
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terkandung didalam Peraturan Daerah merupakan suatu urusan daerah itu 
sendiri yang diterbitkan guna menciptakan cita-cita hukum ditengah 
masyarakat. 
 
B.  Rumah Kost  
1. Pengertian Pengelolaan Rumah Kost  
 Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 
Pasal 1 Ayat 7, Rumah Kost  adalah rumah yang dimiliki / dikuasai baik 
secara perorangan dan / atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar 
yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas 
rumah atau kamar tersebut. 
Sementara itu Pengelolah Rumah Kost  menurut Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 8  adalah pemilik atau 
orang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas pengelolaan Rumah 
Kost . dan  Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang 
menempati Rumah Kost . 
 Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Rumah 
Kost   adalah suatu cita-cita atau sasaran pemerintah setempat untuk 
mengkoordinir usaha Rumah Kost  yang berada ditengah-tengah 
masyarakat dengan ditunjuknya pengelolah Rumah Kost , agar tercipta 
keteraturan, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat di suatu tempat. 
 Pengelolaan Rumah Kost  juga menjadi penting jika berjalan sesuai 
fungsinya. Karena Rumah Kost  yang ada dapat terkontrol secara baik dan 
teratur. Sehingga para penghuni Rumah Kost  tidak bisa sewenang-wenang 
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dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap membawa dampak 
buruk bagi Rumah Kost  dan lingkungan sekitarnya. 
2. Ruang Lingkup Pengelolaan Rumah Kost  
Ruang Lingkup Pengelolaan Rumah Kost  menurut Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 2  adalah bangunan 
rumah yang menyediakan kamar sewa untuk tempat tinggal dalam jangka 
waktu tertentu bagi seseorang atau lebih kecuali hotel dan penginapan 
lainnya. Kamar sewa yang dimaksud adalah kamar  yang disewakan baik 
dalam satu rumah maupun diluar rumah pemilik yang dipersewakan bagi 
seseorang atau lebih untuk jangka waktu minimal 1 (satu) bulan. 
Didalam Peraturan Daerah telah jelas  bahwa bangunan rumah yang 
didalamnya tersedia beberapa kamar yang kemudian dipersewakan dalam 
jangka waktu tertentu merupakan Ruang Lingkup dari Pengelolaan Rumah 
Kost . Kemudian diperjelas lagi dengan keluarnya peraturan walikota terkait 
pelaksanaan Pengelolaan Rumah Kost . 
3. Izin Pengelolaan Rumah Kost . 
. Didalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Makassar tentang 
Pengelolaan Rumah Kost  disebutkan bahwa setiap pengelola Rumah Kost  
wajib memiliki izin pengelolaan Rumah Kost . Ini tentu menjadi hal utama 
yang harus dipenuhi oleh pemilik Rumah Kost . Menurut Peraturan Walikota 
Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan 
Rumah Kost , Izin adalah Izin Pengelolaan Rumah Kost  yang dikeluarkan 
oleh Camat 
16 
Kemudian didalam Pasal 8 Peraturan Daerah kota Makassar tentang 
pengelolaan Rumah Kost  lebih diperjelas lagi bahwa rumah dengan 
fasilitas dua kamar atau lebih dan diperuntukkan sebagai Rumah Kost , 
dihuni minimal tiga orang pemondok, wajib memiliki izin pengelolaan 
Rumah Kost  yang diterbitkan oleh camat setempat. 
Didalam Pasal yang sama di ayat ke 3 disebutkan pula bahwa izin 
pengelolaan Rumah Kost  berlaku untuk jangka waktu lima tahun. 
Sementara itu tata cara dan syarat untuk memperoleh izin pengelolaan 
Rumah Kost  akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota, hal ini 
tertuang didalam Pasal 8 ayat ke 2. 
Sementara itu menurut Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Rumah Kost  beberapa hal 
yang harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan Izin Pengelolaan 
Rumah Kost  terdapat pada Pasal 8 adalah sebagai berikut : 
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) 
wajib dilampiri syarat-syarat sebagai berikut : 
 Foto Copy KTP; 
 Foto Copy Pelunasan PBB Tahun berjalan; 
 Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
 Foto Copy IMB 
 Surat Pernyataan tidak keberatan dari RT dan RW 
 Surat pernyataan bersedia menjaga kebersihan dilingkungan 
Rumah Kost  serta bersedia menjaga ketertiban keamanan 
Lingkungan Rumah Kost . 
 
Wajibnya Rumah Kost  memiliki nama yang terpasang dan mudah 
terlihat dengan jelas. Selain itu dalam hal terjadi perubahan nama, 
pergantian kepemilikan dan perubahan jumlah kamar, setiap pengelola 
Rumah Kost  diwajibkan mengajukan permohonan izin baru. Kedua hal 
tersebut juga tertuang didalam Pasal 9 Perda Nomor 10 Tahun 2011. 
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Selain itu didalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Rumah 
Kost  diatur pula mengenai Pencabutan Izin. Tentunya pihak Pemilik Rumah 
Kost  akan dicabut Izin Pengelolaan Rumah Kost nya apabila, terbukti 
melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 
10 didalam Peraturan Daerah ini, selain itu juga terbukti terjadi tindak 
pidana yang berkaitan dengan usahanya. Pencabutan Izin ini tentu 
dilakukan setelah diberi peringatan sebelumnya dan diberi tenggang waktu. 
4. Tujuan Pengelolaan Rumah Kost  
Dalam tatanan hidup bermasyarakat hadirnya kehidupan yang aman 
dan tertib merupakan cita-cita disetiap tempat dalam 
bermasyarakat.Menciptakan kehidupan yang nyaman bagi masyarakat 
merupakan kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat.Tentunya 
pemerintah tidak bekerja sendirian, pemerintah bersinergi dengan 
beberapa unsur disuatu wilayah untuk mencapai cita-cita tersebut. 
Hadirnya aturan menjadi suatu usaha pemerintah dalam 
menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. 
Meneggakkan aturan merupakan proses dalam mencapai cita-cita tersebut. 
Aturan mengenai Pengelolaan Rumah Kost  tentu menjadi penting agar 
kehidupan masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung 
bersentuhan dengan Rumah Kost  dapat terjadi keteraturan. 
Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Rumah Kost  di kota 
Makassar hadir untuk beberapa tujuan diantaranya : 
a) Mewujudkan  Kota Makassar sebagai kota dunia yang 
berlandaskan kearifan lokal; 
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b) Mencitrakan Kota Makassar sebagai kota pendidikan, jas, niaga, 
berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan 
norma-norma kesusilaan; 
c) Penataan dan pengendalian kependudukan; 
d) Melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman 
dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.15 
 
C. Penegakan Hukum 
1. Pengertian Penegakan Hukum 
Penegakan Hukum dalam suatu proses untuk mewujudkan 
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan16. Keinginan-keinginan 
hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-
undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, dan dalam 
proses penegakan hukum, memuncak pada pelaksanaannnya oleh para 
pejabat penegak hukum itu sendiri. 
Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar 
kepentingan manusia terlindungi, maka  hukum harus dilaksanakan. 
Pelaksanakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi 
dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang 
telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah 
hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur 
yang selalu harus diperhatikan, yaitu: 1) Kepastian Hukum, 2)Kemanfaatan 
3) Keadilan.17 
                                            
15Ibid, Pasal 4. 
16Satjipto Rahardjo.1983.Masalah Penegakan Hukum,Bandung:Sinar Baru.hal. 24 
17Sudikno Mertokusumo,1996,Mengenal Hukum, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.hal.145 
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Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan 
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh 
sesuatu yang, diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat 
mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian 
hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan 
kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. 
Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan 
dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan 
hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi 
masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakann atau 
ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. 
Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat 
berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum 
keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan harus adil. 
Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat 
setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus 
dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-
bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, 
individualistis dan tidak menyamaratakan18 
Dalam menegakkan hukum, harus ada kompromi antara ketiga 
unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara 
proporsinonal seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah 
                                            
18Ibid.hal 146 
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mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara unsur 
tersebut.19   
Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat 
mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan 
menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat 
pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam 
pelaksanaan hukum.20 
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 
Soerjono Soekanto adalah: 
1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, 
2) Faktor aparat penegak hukumnya, 
3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan 
hukum, 
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan 
kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku 
masyarakat, 
5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 
Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan 
tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka 
kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut di sini, dengan cara 
mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat 
Indonesia21. 
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a. Faktor Hukum (Undang-Undang) 
Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang 
berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. 
Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas 
yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang 
positif. Asas-asas tersebut antara lain: 
1) Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya, Undang-Undang 
hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam 
Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang 
itu dinyatakan berlalu. 
2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 
3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-
Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, 
terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-Undang 
yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus 
tersebut dapat pula diperlakukan Undang-Undang yang 
menyebut peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum,yang 
juga dapat menyangkut peristiwa khusus tersebut.  
4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalakan 
Undang-Undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-
Undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai 
suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-Undang 
baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tersebut. 
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Akan tetapi, makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan 
dengan Undang-Undang lama tersebut.  
5) Undang-Undang tidak dapat digangggu gugat 
6) Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai 
kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun 
pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya, 
supaya pembuat Undang-Undang tersebut tidak menjadi huruf 
mati.22  
Dalam asas pertama dinyatakan bahwa Undang-Undang tidak 
berlaku surut, padahal dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan, bahwa: 
“Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, 
sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”. Pasal tersebut 
dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan 
untuk menyimpang dari asas bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut.  
Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah 
adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan 
pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan 
demikian.  
Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah 
ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan 
pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena 
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penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali 
atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.  
Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa 
gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang 
mungkin disebabkan karena: 
1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, 
2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan Undang-Undang 
3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya. 
b. Faktor Penegak Hukum 
Ruang lingkup dari istilah “Penegak hukum” adalah luas sekali, oleh 
karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung 
berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun, penegak hukum disini 
akan dibatasi pada kalangan yang secara khusus berkecimpung dalam 
bidang yang tidak penegakan hukum yang tidak hanya mencakup ”law 
enforcement”, akan tetapi juga ”peace maintenance”. Kiranya sudah dapat 
diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas 
dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan 
permasyarakatan. 
Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai 
kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di 
dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja 
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atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya 
adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tadi merupakan peranan (role). Oleh karena itu, maka seseorang 
mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan 
(role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk 
berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. 
Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai 
berikut:23 
1) Peranan yang ideal (ideal role) 
2) Peranan yang seharusnya (expected role) 
3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 
4) Peranan yang seharusnya dilakukan (actual role) 
Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-
warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan 
peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara 
berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (“status conflict” dan conflict 
of roles”). kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara 
peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan 
atau peranan actual, maka terjadi suatu peranan (“role-distance”). 
Masalah peranan dianggap penting, oleh Karena pembahasan 
mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. 
Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan 
keputusan yang sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga 
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memegang peranan. Jadi bagaimana peranan yang sebenarnya 
menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni penegak hukum 
yang di satu pihak merupakan perundang-undangan dan di lain pihak 
merupakan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu. 
Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum 
sebaiknya mampu “mawas diri”, halmana akan tampak pada perilakunya 
yang merupakan  pelaksana dari peranan aktualnya. 
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu 
membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. 
Golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat 
di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang 
baru serta memberikan keteladanan yang baik.   
Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan 
peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum. 
Mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-
halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara lain:24 
1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam 
peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi 
2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 
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3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. 
4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil 
5) Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme.  
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 
petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 
keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 
penegak hukum. 
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut, antara lain mencakup tenaga  manusia yang berpendidikan dan 
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum 
akan mencapai tujuannya. Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, 
tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang 
seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau 
fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan fikiran, sebagaimana berikut: 25 
1) Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul 
2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan 
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3) Yang kurang – ditambah 
4) Yang macet – dilancarkan 
5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan 
d. Faktor Masyarakat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari 
sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum 
tersebut. Secara garis besar, pendapat masyarakat mengenai hukum, 
sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Kiranya jelas bahwa hal ini ada 
kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak 
hukum dan sarana atau fasilitas. 
Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-
pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama adalah berbagai 
pengertian atau arti pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut:26 
1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; 
2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang 
kenyataan; 
3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan 
perilaku pantas yang diharapkan; 
4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif yang 
tertulis); 
5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat; 
6) Hukum diartikan sebgai keputusan pejabat atau penguasa; 
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7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah; 
8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik; 
9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; 
10) Hukum diartikan sebagai seni 
Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat 
kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum 
dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya 
adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola 
perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan 
pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. 
Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi 
dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa 
memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan 
pendidikan kepolisiannya atau merupakan polisi yang sudah 
berpengalaman.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari 
masyarakat tersebut harus mengalami perunahan-perubahan di dalam 
kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan 
melalui penerangan taua penyuluhan hukum yang sinambung dan 
senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. 
Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada 
kedudukan dan peranan yang semestinya. 
Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat untuk 
mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum,maka 
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ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan 
hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai salah satu 
akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum 
positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali 
bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan 
adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum 
belaka, maka akan muncul anggapan kuat sekali bahwa satu-satunya 
tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban lebih 
menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan 
kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum 
tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada 
akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan 
yang belum tentu berlaku secara sosiologis. 
e. Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai 
yang mendasari hukum yang berlaku, nllai-nilai yang mana merupakan 
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 
dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, 
lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan 
ekstrim yang harus diserasikan.  
Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai 
berikut:27 
1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; 
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2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahklakan; 
3) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ 
inovatisme. 
Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut 
dengan ketertarikan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan 
suatu kebiasaan. Pasangan nilai kebendaan dan keahklakan juga 
merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam 
kenyataanya pada masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena 
berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan modernisasi dibidang 
materil. Misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada 
posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan, sehingga akan timbul 
pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada 
posisi yang lebih tinggi, akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses 
hukum akan medapat penilaian dari segi kebendaan semata. Salah satu 
akibat daripada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi 
daripada nilai keahklakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan 
hukum dan masyarakat, adanya sanksi-sanksi negative lebih dipentingkan 
daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat ringannya 
ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan 
hukum. 
Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovarisme, senantiasa 
berperan dalam pengembangan hukum, oleh Karena itu,satu pihak ada 
yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi 
dan bertujuan kuntuk mempertahankan “status-quo”. Dilain pihak, ada 
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anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai 
sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. 
Keserasian antara kedua nilai tersebur akan menempatkan hukum pada 
kedudukan dan peranan yang semestinya.  
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang 
sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia 
dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan 
menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. 
Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 
perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 
dilakukan, dan apa yang dilarang. 
Dari ulasan-ulasan yang telah dijabarkan, maka kelima faktor yang 
telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. 
Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negative. Akan 
tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum 
menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang 
disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai 
golongan panutan hukum oleh masyarakat. 
Penegak Hukum di dalam proses penegakan huku seharusnya dapat 
menerapkan dua pola yang merupakan pasangan. Yakni pola isolasi dan 
pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga 
penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua 
pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi 
penegak hukum bagi kesejahtraan masyarakat. 
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Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatinya penegak hukum 
pada pola isolasi adalah antara lain: 
1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan 
dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu intervensi 
terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap 
sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi). 
2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum 
dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa 
takut. 
3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang 
relative tinggi, memberikan “cap” yang negative pada warga 
masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum. 
4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar 
membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena 
ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan 
pengaruh buruk kepada penegak hukum. 
Namun dibalik itu semua, di dalam konteks social tertentu, pola 
isolasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, yakni antara lain: 
1) Hubungan yang formal dalam interaksi social dapat merupakan 
faktor yang mantap bagi penegak hukum untuk menegakkan 
hukum. 
a. Apabila penegak hukum merupakan pelopor perubahan 
`hukum, maka kedudukan yang lebih dekat pada pola isolasi 
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akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk 
melaksanakan fungsi tersebut. 
2) Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas penegak hukum 
secara pararel berlangsung bersamaan dengan perasaan anti 
penegak hukum, namun dalam keadaan damai. 
3) Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para 
penegak hukum. 
Beberapa faktor yang mendekatkan pada pola interaksi,adalah 
antara lain, sebagai berikut:  
1) Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum 
sebagai bagian dari struktur social masyarakat, walaupun belum 
tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh. 
2) Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap 






A. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian yang dipilih penulis adalah di kota Makassar. 
 
B. Populasi dan Sampel 
 Populasi yang penulis pilih dalam melakukan penelitian ini yaitu : 
Seluruh Rumah Kost  yang memiliki izin pengelolaan  Rumah Kost  di Kota 
Makassar. Sedangkan Sampel dari penelitian ini adalah Rumah Kost  yang 
memiliki izin di Kecamatan Tamalanrea. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri 
atas 2 (dua) jenis data, yakni : 
1) Data Primer 
Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara 
langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara 
interview pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
2) Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau 
bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku, dan dokumen atau 
arsip atau bahan lain serta informasi dari pejabat instansi berwenang yang 
berhubungan  dan menunjang dalam masalah penelitian.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 
ditempuh prosedur sebagai berikut:28 
1) Studi Kepustakaan (Library Research)  
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 
literatur, peraturan perundang–undangan dan peraturan lainnya baik buku–
buku literatur ilmu hukum serta tulisan–tulisan hukum lainnya yang relevan 
dengan permasalahan penulisan skripsi ini.  
2) Studi Lapangan (Field Reasearce)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui 
pengamatan langsung (observasi), dokumentasi dan wawancara dengan 
pihak-pihak terkait atau berkompeten. 
Disamping melakukan studi kepustakaan, penulis juga 
menggunakan studi lapangan berupa pengumpulan data dilapangan 
sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan wawancara kepada 
narasumber-narasumber yang dibutuhkan. 
 
E. Metode Analisis Data  
 Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder 
diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta 
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pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menarik 
satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Implementasi Izin Pengelolaan Rumah Kost Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011. 
Berdasarkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang 
tertuang didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas dari Pemerintah Daerah 
adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini tentu 
sejalan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost , dimana menurut penulis 
output dari dibuatnya perda ini tentunya untuk mengontrol Rumah Kost  
yang ada serta meminimalisir dampak negatif dari hadirnya Rumah Kost  
ditengah-tengah Masyarakat. 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Rumah Kost  ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2011 
dikota Makassar. Setelah itu setahun berselang ditetapkan Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 23 tahun 2012 mengenai pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Rumah Kost  pada tanggal 6 Maret 2012 di Kota Makassar. 
Kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2013 
Tentang  Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Rumah Kost  yang 
ditetapkan pada tanggal 24 September 2013 di Kota Makassar.  
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Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 
dimana tertuang didalam Pasal 2 yang berbunyi: 
Memerintahkan kepada Camat Se Kota Makassar untuk 
melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
10 Tahun 2011 Tentang Rumah Kost . 
 
Yang juga dipertegas dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 
84 Tahun 2013 Tentang  Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Rumah 
Kost  yang terdapat pada Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi: 
Izin Pengelolaan Rumah Kost  sebagaimana dimaksud Pasal 2 
diterbitkan oleh masing-masing Camat dimana Rumah Kost  tersebut 
berada; 
 
Dari kedua sumber ini penulis menarik kesimpulan bahwa Camat 
yang memegang peranan penting dari berjalannya Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost . 
Artinya jalannya penegakan Perda Rumah Kost  ini sangat bergantung pada 
kontrol dari Camat setempat terkait Rumah Kost  di wilayah masing-masing. 
Penulis memulai dengan mewawancarai Kepala Seksi  
Pemerintahan Kecamatan Tamalanrea Bapak Kamsidin Arib. Penulis 
menggali informasi  mengenai bagaimana sebenarnya pihak kecamatan 
terkhusus di Kecamatan Tamalanrea dalam penegakan Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost . 
Menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Tamlanrea Bapak Kamsidin Arib : 
“Salah satu Perda yang akhir-akhir ini menjadi perhatian kita di 
Kecamatan Tamalanrea ini adalah Perda Rumah Kost . Bahkan akhir 
tahun lalu (2016) kami baru saja melaksanakan Sosialisasi Perda ini. 
Kami merujuk Peraturan Walikota tentang pelaksanaan Peraturan 
Daerah Tentang Pengelolaan Rumah Kost  maka kami membuat 
mekanisme yang harus diikuti dalam menerbitkan Izin Pengelolaan 
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Rumah Kost  yang juga diatur dalam Perwali. Sekitar tahun 2014 
kami sudah mulai melakukan pendataan dan sampai saat ini sudah 
ada sekitar seribu lebih Rumah Kost  di Kecamatan Tamalanrea. 
 
Kemudian beliau menambahkan: 
Tentunya kami bersama aparat dari Kasi Trantib Kecamatan 
Tamalanrea serta dari Satuan Polisi Pamong Praja saling 
bekerjasama dalam penegakan Perda tersebut, juga dalam rangka 
menjaga situasi disekitar Rumah Kost . Kenapa itu perlu, karena 
tentu kami mau Rumah Kost  yang hadir ditengah-tengah 
masyarakat tidak memberikan sumbangsih negatif, dimana kita 
biasa lihat di Koran-koran, berita mengenai Rumah Kost  tidak jarang 
berupa berita negatif.Tentu bukan hal ini yang kita harapkan.29 
 
Dari keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan Bapak 
Kamsidin Arib selaku Kasi Pemerintahan di Kecamatan Tamalanrea yang 
dalam hal ini mewakili Pemerintah Kecamatan Tamalanrea memiliki cita-
cita dan harapan yang besar akan tegaknya Perda Rumah Kost  ini. Karena 
sebagai amanat dari Perwali Nomor 23 Tahun 2012 dan Perwali Nomor 84 
Tahun 2013 itu merupakan tanggung jawab. Sebagai bentuk tindak lanjut 
dari itu pihak Kecamatan juga berusaha meminimalisir potensi dampak-
dampak buruk yang akan terjadi jika Usaha Rumah Kost  ini tidak dikelola 
sebagaimana telah diatur didalam Perda Rumah Kost . 
Selain itu juga dari pernyataan diatas bahwa pihak Kecamatan baru 
pada tahun 2014 mulai menjalankan Perda ini, maka penulis menganggap 
bahwa pihak Pemerintah lambat dalam merespon Penegakan Perda ini, 
dimana sesuai yang telah disebutkan diawal bahwa Pembentukan 
Peraturan Walikota mengenai Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan 
Rumah Kost  baru disahkan pada Tahun 2013, sementara Peraturan 
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Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Rumah Kost  telah ditetapkan 
pada tahun 2011 artinya ada waktu yang cukup lama dimana Pemerintah 
lambat dalam merespon amanat dari Perda tersebut untuk membentuk 
Perwali, sehingga pantas saja jika pihak Kecamatan lambat dalam 
penegakan Perda Pengelolaan Rumah Kost  ini. 
Kemudian lebih lanjut dibahas mengenai mekanisme dalam 
penerbitan Izin Pengelolaan Rumah Kost . Dalam menggali informasi 
mengenai mekansme Izin Pengelolaan Rumah Kost  ini Bapak Kepala 
Seksi Pemerintahan Kecamatan Tamalanrea menyarankan saya untuk 
langsung melakukan wawancara kepada Staf Pemerintahan Ibu Ida 
Hidayanti, yang kebetulan wawancaranya dilakukan di waktu terpisah. 
Dalam pemberian Izin Pengelolaan Rumah Kost , pihak Rumah Kost  
harus melapor ke pihak Kecamatan terlebih dahulu, kemudian 
diberikan Surat Permohonan Iizin Pengelolaan Rumah Kost . 
Didalam Permohonan tersebut telah tercantum syarat-syarat yang 
harus dipenuhi untuk menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost . 
Setelah itu dalam permohonan tersebut pihak RT/RW dan Lurah 
yang bertanda tangan dan juga pihak pemilik Rumah Kost  sebagai 
pemohon. Setelah itu pihak Pemilik Rumah Kost  mengembalikan 
dengan menyertakan syarat yang telah tercantum dalam surat 
Permohonan Izin tersebut. 
 
Lebih lanjut Ibu Ida Hidayanti menambahkan: 
Setelah itu untuk menjamin agar data yang dimasukkan didalam 
surat permohonan tersebut benar adanya, pihak Kecamatan dibantu 
oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja turun langsung ke Rumah 
Kost  tersebut untuk memeriksa kebenaran data yang dimasukkan. 
Untuk diketahui mengapa itu kami lakukan karena pernah terjadi 
pihak Rumah Kost  menyebutkan data yang berbeda dengan 
kenyataan dilapangan.Kalau sudah melewati proses-proses yang 
tadi saya sebutkan baru kemudian diproses oleh pihak Kecamatan 
untuk diterbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost .30 
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 Melihat penjelasan dari Ibu Ida Hidayanti selaku Staf Pemerintahan 
Kecamatan Tamalanrea, dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang telah 
dikeluarkan pihak Kecamatan sejalan dengan perintah Peraturan Walikota 
Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan 
Rumah Kost . Dimana didalam Perwali tersebut tercantum contoh dari surat 
Permohonan dan contoh Surat Izin Pengelolaan Rumah Kost  yang menjadi 
kewenangan penuh pihak Kecamatan setempat. Terkhusus untuk Surat 
Permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost  pihak Kecamatan Tamalanrea  
menambahkan satu syarat yang harus dipenuhi selain enam syarat yang 
telah tertuang didalam lampiran Perwali Nomor 84 Tahun 2013. 
 Ibu Ida Hidayanti pun menambahkan: 
Sebenarnya proses mulai dari melaporkan usaha ke pihak 
Kecamatan sampai pada terbitnya Izin Pengelolaan Rumah Kost  ini 
tergantung dari pihak pemilik dalam melengkapi syarat yang 
tercantum dalam Surat Permohonan. Namun biasanya proses dari 
mengambil formulir hingga diterbitkannya izin dari kecamatan sekitar 
2-3 minggu tetapi itu tadi tergantung dari pihak pemilik dalam 
menyanggupi syarat-syarat tersebut.31 
 
Penulis akan sedikit membahas tentang syarat-syarat yang 
tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Tata 
Cara Pemberian Izin Pengelolaan Rumah Kost .32 Adapun syarat yang 
diberikan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Rumah Kost  Pasal 8 adalah 
sebagai berikut: 
“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) 
wajib dilampiri syarat-syarat sebagai berikut : 
 Foto Copy KTP; 
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32Contoh Surat Izin Pengelolaan Rumah Kost  dan Surat Permohonan (Terlampir) 
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 Foto Copy Pelunasan PBB Tahun berjalan; 
 Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
 Foto Copy IMB 
 Surat Pernyataan tidak keberatan dari RT dan RW 
 Surat pernyataan bersedia menjaga kebersihan dilingkungan 
Rumah Kost  serta bersedia menjaga ketertiban keamanan 
Lingkungan Rumah Kost . 
 
Diluar dari Pasal tersebut dalam Contoh surat Permohonan Izin yang 
disertakan juga terdapat syarat Pas Foto  pemohon sebanyak dua lembar. 
Kemudian dibagian akhir surat permohonan tersebut pihak pemilik harus 
bertandatangan diatas materai.33 
Itulah tujuh syarat yang dilampirkan untuk membuat Izin Pengelolaan 
Rumah Kost . Dimana Camat betul-betul harus memberikan perhatian 
khusus kepada pemilik usaha Rumah Kost , disini dapat terlihat dari 
perlunya ada komitmen oleh pemilik Rumah Kost  untuk menjaga 
kebersihan serta ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar Rumah Kost  
berada. Hal ini menjadi penting mengingat usaha Rumah Kost  hadir dan 
terintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya, sehingga kemudian 
tercipta suasana yang kondusif disekitar wilayah Rumah Kost  tersebut. 
Penulis akan memberi sedikit gambaran sederhana mengenai 






                                            











(*telah dikonfirmasi pihak Kecamatan Tamalanrea) 
Itulah sedikit gambaran dari proses untuk mendapatkan Izin 
Pengelolaan Rumah Kost  dimana Camat setempat yang memiliki 
kewenangan penuh dalam penerbitan Izin Pengelolaan Rumah Kost  
dilokasi sekitar kecamatan setempat.  
Mekanisme penerbitan Izin Pengelolaan Rumah Kost yang dilakukan 
oleh pihak Kecamatan diatas menjadi alasan penulis untuk kemudian 
melanjutkan Wawancara kepada beberapa Pemilik Rumah Kost yang telah 
melewati proses penerbitan izin tersebut. Ibu Suryani salah satu pemilik 
Rumah Kost di BTN Antara mengungkapkan: 
Rumah Kost saya ini terhitung baru pada tahun 2016 diterbitkan Izin 
Pengelolaan Rumah Kostnya. Jika ditanya mengenai proses selama 
menyelesaikan penerbitan Izin ini sebenarnya tidak sulit cenderung 
mudah, hanya saja perlu diperhatikan bahwa sebelum mengajukan 
Rumah Kost untuk mendapatkan Izin tersebut sebaiknya syarat-
syarat ketentuan untuk izin tersebut telah dipastikan lengkap, 
sehingga dalam prosesnya tidak berbelit-belit. Pihak Kecamatan 
Tamalanrea juga begitu ramah dalam melayani kami.34 
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Penulis mewawancarai terpisah Bapak H Syarifuddin yang memiliki 
Rumah Kost di Jalan Bangkala, beliau mengatakan: 
Kecamatan Tamalanrea cukup kooperatif dalam membantu kami 
menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost ini. Sekitar 2 minggu 
waktu yang saya perlukan untuk menyelesaikan proses penerbitan 
Izin ini. Hanya sedikit terkendala mengenai IMB namun cepat saya 
tangani dan sy serahkan kepada pihak Kecamatan.35 
 
Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi 
bahwa, pihak Kecamatan dalam proses penerbitan Izin Pengelolaan 
Rumah Kost menurut beberapa masyarakat pemilik usaha Rumah Kost 
telah bertindak dengan tepat. Pelayanan pihak Kecamatan juga dinilai baik, 
dan satu hal yang perlu di apresiasi bahwa pihak Kecamatan sangat cermat 
dan selektif dalam penerbitan Izin tersebut karena terbukti, adanya pemilik 
usaha Rumah Kost yang tertunda penerbitan Izinnya karena tidak 
menyertakan syarat yang telah diwajibkan. 
Sementara itu penulis juga mendapatkan data mengenai Rumah 
Kost  yang telah memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kost . Ibu Ida Hidayanti 
mengemukakan: 
Dalam tiga tahun terakhir terhitung sejak Tahun 2014 hingga 2016 
kami memiliki data khusus Kecamatan Tamalanrea, ada sekitar 
1.217 Rumah Kost  yang berada di Kecamatan Tamlanrea. Dengan 
jumlah Rumah Kost  yang banyak itu tentulah juga kami harapkan 
banyak yang telah mengantongi Izin Pengelolaan Rumah Kost . 
Namun pada kenyataannya hanya ada 78 Rumah Kost  di wilayah 
Tamalanrea yang mengantongi Izin sesuai dengan Perda dan 
Perwali mengenai Pengelolaan Rumah Kost, yang artinya ada 1.139 
Rumah Kost yang belum mengantongi Izin tersebut.36 
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Dari pernyataan Ibu Ida Hidayanti selaku Staf Kecamatan 
Tamalanrea dapat penulis simpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilik 
Usaha Rumah Kost  masih rendah atau dalam kata lain penegakan Perda 
Pengelolaan Rumah Kost  belum berjalan secara optimal. Tentu ini menjadi 
perhatian khusus bagi pihak Pemerintah Kecamatan Tamalanrea untuk 
terus menanamkan kesadaran bagi para pemilik usaha Rumah Kost  
dimana perlunya tiap-tiap Rumah Kost  tersebut memiliki Izin Pengeloaan 
Rumah Kost .  
Dalam membantu mewujudkan penerapan Peraturan Daerah 
Pengelolaan Rumah Kost  pihak kecamatan melakukan sosialisasi 
sebanyak dua kali dalam setahun. Dengan sosialisasi tersebut diharapakan 
masyarakat pemilik Rumah Kost  memiliki kesadaran untuk mendaftarkan 
perizinan Rumah Kost  mereka kepada pihak yang terkait. 
Mengingat perlunya hal tersebut untuk menjaga Ketentraman dan 
Ketertiban dalam kehidupan ditengah masyarakat. Seperti yang telah 
dijelaskan diawal agar Rumah Kost  yang hadir ditengah-tengah 
masyarakat tidak membawapengaruh negatif dilingkungan sekitarnya. 
Agar mendapatkan Informasi mengenai penegakan Perda 
Pengelolaan Rumah Kost  ini, Penulis mewawancarai Kepala Seksi 
Ketentraman dan Ketertiban dan Penegakan Perda Kecamatan 
Tamalanrea. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Iqbal S.STP 
selaku Kasi Trantib Kecamatan Tamalanrea. 
“Terkait untuk penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
10 Tahun 2011  Tentang Pengelolaan Rumah Kost  kita itu rutin 
mengadakan dalam sebulan itu dijadwalkan sampai duakali, kecuali 
kalau ada laporan dari bawah seperti RT atau dari Pak Lurah 
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setempat itu kita akan langsung turun untuk meninindaki segera. 
Kami sebenarnya belum maksimal dalam menindaki dan rencananya 
kami akan kembali menggalakkan penegakan Perda ini setelah nanti 
sosialisasi yang akan dilakukan setelah lebaran. 
 
Lebih lanjut beliau menuturkan : 
Untuk wilayah Kecamatan Tamalanrea sendiri kami paling sering 
mendapat laporan di daerah sekitar kelurahan Tamalanrea Indah, 
disana cukup kompleks mengenai masalah penegakan Perda 
Pengelolaan Rumah Kost  ini. Bahkan sampai pada izin IMB 
sekalipun.37 
 
Pernyataan dari Bapak Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
dan Penegakan Perda Kecamatan Tamalanrea mengenai masih adanya 
Rumah Kost  yang belum memiliki Izin IMB membuat penulis mendapat 
fakta baru. Banyaknya Rumah Kost  yang belum memiliki Izin Pengelolaan 
Rumah Kost  bukan hanya karena faktor ketidaktahuan dan Sosialisasi 
yang minim saja, tetapi ada faktor dasar yakni Izin Mendirikan Bangunan  
yang merupakan syarat dari mendapatkan Izin Pengelolaan Rumah Kost  
itu ternyata tidak dimiliki oleh Pemilik Usaha Rumah Kost . Hal ini 
membuktikan bahwa selain penegakan Peraturan Daerah ini harus saling 
terintegrasi.  
 Dalam menegakkan Peraturan Daerah mengenai Izin Pengelolaan 
Rumah Kost  juga sebaiknya disampaikan beberapa hal terkait, seperti 
contoh mengenai masalah Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Usaha, 
sampai pada sosialisasi menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.  
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B. Faktor yang berpengaruh terhadap Izin Pengelolaan Rumah 
Kost   berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Rumah Kost di Kota Makassar. 
 Pengelolaan Rumah Kost  di Kota Makassar adalah suatu kebijakan 
Pemerintah yang diharapkan mampu meredam implikasi negatif dari 
hadirnya Rumah Kost  ditengah-tengah Masyarakat. Hal yang lebih penting 
adalah terciptanya lingkungan yang aman dan tertib di lingkungan 
masyarakat dimana hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari 
Pemerintah Daerah. 
 Dari data yang penulis dapatkan mengenai tingkat partisipasi pemilik 
Usaha Rumah Kost  yang masih minim, maka penulis juga telah melakukan 
penelitian kepada pemilik usaha Rumah Kost  yang belum mengantongi Izin 
Pengelolaan Rumah Kost . Untuk mengetahui faktor apa saja yang 
membuat pemilik usaha Rumah Kost  tidak segera mendaftarkan usahanya 
untuk mendapatkan Izin Pengelolaan Rumah Kost .  
 Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa informasi 
mengenai alasan kenapa banyak Rumah Kost  di Kecamatan Tamalanrea 
belum memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kost . Berikut beberapa kutipan 
wawancara penulis dengan  pemilik atau pihak penjaga Rumah Kost  yang 
masih belum memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kost, dari 7 pemilik usaha 
Rumah Kost yang belum memiliki Izin Bapak Sinar Alam salah satunya, 
beliau memiliki Usaha Rumah Kost  di Bumi Tamalanrea Permai Blok M, 
beliau mengatakan : 
Usaha Rumah Kost  ini sudah ada sejak dua tahun lalu (2015). Saya 
tidak mengetahui bahwa ada Perda yang seperti itu. Sebenarnya 
saya mau untuk memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kost , tapi sampai 
sekarang saya belum tahu bagaimana dan melapor kemana untuk 
bisa memiliki Izin seperti itu. 
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Pernyataan Bapak Sinar Alam selaku pemilik Usaha Rumah Kost  
yang belum mengantongi Izin Pengelolaan Rumah Kost  merupakan 
pendapat yang dominan diungkapkan oleh para Pemilik Usaha Rumah Kost  
ataupun pengelolah yang ada ditempat saat penulis melakukan 
wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa Sosialisasi yang 
Pemerintah Kecamatan Tamalanrea laksanakan belum begitu optimal. 
Melihat fakta dilapangan bahwa masih banyaknya pemilik Usaha Rumah 
Kost  belum mengantongi Izin, dan alasan-alasan yang dikemukakan pun 
berbeda-beda. Namun yang dari penulis wawancara faktor optimalisasi 
Sosialisasi menjadi salah satu yang perlu segera diperhatikan, apakah 
dengan menambah waktu sosialisasi yang awalnya dua kali dalam setahun, 
atau dengan mewajibkan seluruh Pemilik Usaha Rumah Kost  untuk hadir 
dalam Sosialisasi tersebut. 
Selain hasil dari wawancara tersebut penulis juga memasukkan dua 
faktor penegakan hukum menurut  Prof. DR. Soerjono Soekanto Berikut 
ini beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Izin 
Pengelolaan Rumah Kost  : 
a. Faktor Hukum 
 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Rumah Kost  merupakan instrument hukum Pemerintah 
Daerah dalam mewujudkan tugas Pemerintah Daerah sesuai yang telah 
dijelaskan diawal tadi. Tetapi, diterbitkannya Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Rumah Kost  yang mewajibkan pihak Rumah Kost  memiliki 
Izin Pengelolaan Rumah Kost  tidak diteruskan dengan adanya percepatan 
pembentukan Perwali mengenai mekanisme aturan pembuatan Izin 
Pengelolaan Rumah Kost.   
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b. Faktor Penegak Hukum 
 Faktor Penegak Hukum menjadi sangat penting dalam Penegakan 
suatu aturan. Penindakan terhadap Rumah Kost  yang tidak memiliki Izin 
atau law enforcement terhadap Rumah Kost  “Nakal” yang tidak memiliki 
Izin masih terbilang lemah. Hal Ini membuat masih lebih banyaknya Rumah 
Kost  yang tidak memiliki Izin disbanding Rumah Kost  yang memiliki Izin 
Pengelolaan Rumah Kost . Padahal Perda yang kemudian diteruskan 
dengan Perwali tentang Pengelolaan Rumah Kost  ini telah tersusun rapi 
disebutkan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang 
Pengelolaan Rumah Kost  bahwa setiap Pemilik Usaha Rumah Kost  yang 
tidak menjalankan bunyi Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 yang didalamnya terkait 
masalah Izin Pengelolaan Rumah Kost  akan diancam Pidana kurungan 
dan denda berupa uang. Namun, penindakan terhadap Rumah Kost  yang 
tidak memiliki Izin menjadi celah yang menurut penulis hal ini perlu untuk 
diperhatikan lagi. Karena jika tidak jumlah pemilik Rumah Kost  yang turut 
berpartisipasi dalam penegakan Perda Rumah Kost  ini tidak akan ada 
kemajuan. 
 Jika Penegak Hukum tidak menindaki secara tegas pihak pemilik 
Rumah Kost  yang belum mengantongi Izin maka tentunya tidak akan ada 
efek jerah mereka, kenyataan bahwa Usaha Rumah Kost  yang memiliki 
Izin Pengelolaan Rumah Kost  hanya dibawah 10 % saja adalah pengaruh 
dari penegakan Perda yang belum begitu optimal. Padahal Daerah 
mempunyai potensi pemasukan dari retribusi usaha Rumah Kost , 
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sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
3 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah  
c. Faktor Masyarakat 
 Masyarakat merupakan faktor yang cukup penting dalam penegakan 
Perda Pengelolaan Rumah Kost  ini. Karena Masyarakat sekitar wilayah 
Rumah Kost  yang kemudian menjadi yang terdekat dengan Usaha Rumah 
Kost  tersebut. Didalam Perda Pengelolaan Rumah Kost  juga disebutkan 
bahwa Masyarakat diminta berperan aktif dalam rangka pengawasan 
terhadap penyelenggaraan Rumah Kost  dilingkungan masing-masing. 
Artinya masyarakat tidak boleh acuh terhadap Rumah Kost  yang ada 
disekitarnya entah itu dalam pengawasan Rumah Kost  yang telah memiliki 
izini, atau kemudian terhadap Rumah Kost  yang belum mengantongi Izin 
untuk segera dilaporkan kepada pihak Kecamatan untuk diberi pemahaman 
atau segera ditindaki. Izin pengelolaan Rumah Kost  bertujuan untuk 
meredam potensi dampak negative yang akan terjadi disekitar lingkungan 
Rumah Kost . Perda Pengelolaan Rumah Kost  diterbitkan agar 
menjamurnya Rumah Kost  bisa tetap terkontrol dan berjalan sesuai aturan 
yang ada. Selain itu juga hadirnya perda dan perwali mengenai 
pelaksanaan pengelolaan Rumah Kost  sebagai upaya pemerintah yang 
harus didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat. 
Kasi pemerintahan kecamatan Tamalanrea mengungkapkan: 
“Di Tamalanrea ini terlau banyak Rumah Kost , dan wajar saja karena 
daerah ini merupakan kawasan pendididkan. Banyak kampus 
perguruan tinggi,Dan tidak bisa dipungkiri banyak masalah yang 
ditimbulkan dari Rumah Kost ,Kita berharap masyarakat ikut terlibat 
dalam pengawasan Rumah Kost ” 
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 Terlihat dari pernyataan Bapak Kamsidin Arib bahwa Masyarakat 
yang tinggal disekitar Rumah Kost  tidak boleh pasif. Harapan terhadap 
Masyarakat sekitar untuk aktif dalam mengawasi Rumah Kost  menurut 
penulis sangat wajar karena bagaimanapun usaha Pemerintah untuk 
mengawasi dengan adanya pihak-pihak seperti Lurah dan RT/RW 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, 
maka penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Implementasi Izin Pengelolaan Rumah Kost  berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Rumah Kost  di Kota Makassar terkhusus pada kecamatan 
Tamalanrea masih belum optimal, dapat dilihat dari  data yang 
penulis dapatkan hanya sekitar dibawah 10 % usaha Rumah Kost  
yang memiliki izin pengelolaan Rumah Kost. Sebagaimana yang 
diketahui ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost  
bahwa setiap pengelola Rumah Kost  wajib memiliki izin pengelolaan 
Rumah Kost. Meskipun ada hal yang perlu di apresiasi bahwa pihak 
Kecamatan telah menerapan mekanisme penerbitan Izin 
Pengelolaan Rumah Kost  sebagaimana diatur dalam Perwali yang 
telah dijalankan dengan sebagaimana mestinya. 
2. Faktor yang mempengaruhi sehingga Izin Pengelolaan Rumah Kost   
masih belum optimal ialah: bahwa minimnya sosialisasi membuat 
Perda ini menjadi tidak optimal. Karena banyak Rumah Kost  yang 
cenderung tidak mengetahui dengan seksama tata cara 
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mendapatkan Izin Pengelolaan Rumah Kost . Selain itu terdapat pula 
3 faktor lainnya Menurut Soerjono Soekanto : 
1) Faktor Hukum, merupakan penghambat penegakan Perda 
Rumah Kost  ini mengingat Perda ini memiliki celah yaitu 
keterlamabatan terbitnya Perwali tentang Pelaksanaan Perda 
Nomor 10 Tahun 2011 serta tentang Tata Cara Pemberian Izin 
Pengelolaan Rumah Kost . 
2) Faktor Penegak Hukum, merupakan penghambat karena 
banyaknya pemilik usaha Rumah Kost  yang tidak memiliki izin 
pengelolaan Rumah Kost  terjadi karena pembiaran yang 
dilakukan oleh aparat. Penegak Hukum yang telah dibekali Pasal 
16 dari Perda Pengelolaan Rumah Kost  seharusnya mempu 
menindaki pemilik Rumah Kost  yang belum mengantongi Izin. 
3) Faktor Masyarakat, merupakan penghambat penegakan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Rumah Kost , dikarenakan Masyarakat 
yang bersikap pasif dimana hal itu berbanding terbalik isi Pasal 
14 Perda Pengelolaan Rumah Kost  yang sangat mengharapkan 
Peran Serta Masyarakat sekitar wilayah Rumah Kost  berada. 
Seharusnya dengan adanya legalitas dari Perda bisa membuat 
masyarakat turut aktif dalam rangka pengawasan terhadap 





 Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan Pemerintah Kota Makassar khususnya kecamatan 
Tamalanrea menambah intensitas sosialisasi Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost 
. Pihak Kecamatan hanya mensosialisasikan perda tersebut hanya 
dua kali dalam setahun, penulis menilai hal ini masih kurang karena 
tidak sebanding dengan jumlah Rumah Kost  yang kian meningkat. 
2. Perlunya Pemerintah Kota Makassar dibantu dengan penegak 
hukum melakukan percepatan dalam mendata sekaligus menindaki 
Rumah Kost  yang belum mengantongi Izin. Menjadi hal yang harus 
dilakukan karena melihat jumlah Rumah Kost  yang telah didata 
sekitar 1.217 namun yang memiliki izin hanya 78. Melihat 
pelaksanaan yang telah dimulai sejak tahun 2014 tentu ini bukan 
hasil yang baik. 
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Rumah Kost menurut penulis perlu dilakukan 
pengkajian ulang terhadapnya, hal ini karena terdapat beberapa isi 
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